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PUTUSAN
Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.MKM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Gugatan Perceraian antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Temanggung 10 Oktober 1978,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Tirta
Makmur, Kecamatan  Air  Manjuto, Kabupaten
Mukomuko, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kerinci 5 Juni 1973, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di
Dusun I, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto,
Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2020 telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Mukomuko dengan Nomor 245/Pdt.G/2020/PA.MKM, tanggal 03
Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum’at
tanggal 11 November 2016 (11 Safar 1438), sebagaimana Kutipan Akta
Nikah Nomor 090/03/X1/2016, tertanggal 11 November 2016, yang

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
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Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan
antara duda anak dua dan janda anak dua;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah milik Tergugat di Dusun |, Desa Tirta Makmur, Kecamatan
Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan
tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu
orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir tanggal 17 Februari
2017, sekarang anak ikut bersama Tergugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, sejak tahun 2019
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang memiliki sifat
yang emosional cenderung kasar, bila terjadi perselisihan Tergugat selalu
berkata kasar, Tergugat yang tidak suka terhadap anak dari bawaan dari
Penggugat, serta adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang cenderung
mengatur sendiri semua urusan keuangan dalam rumah tangga dan juga
Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah
tangga, Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan pengertian
tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan dan pertengkaran terjadi terus
menerus;

5. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2019 pas hari raya Idul Fitri terjadi puncak
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, akhirnya Tergugat
mengantarkan Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun
VI, Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko;

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di Dusun VI,
Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko,
sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik Tergugat di Dusun I, Desa
Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko, dan selama

itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi
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kepada Penggugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih
selama 1 tahun 2 bulan;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas,

Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan

putusan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
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gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto,
Kabupaten Mukomuko, Nomor 090/03/XI/2016 tertanggal 11 November, bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti
“p>.

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat
tinggal di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto, Kabupaten
Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya memberi
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai Tetangga Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sabh;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
satu orang anak yang sekarang ikut dengan Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah milik Tergugat di Dusun |, Desa Tirta Makmur, Kecamatan
Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan
harmonis, tetapi pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan
tersebut karena Tergugat selalu berkata kasar, Tergugat yang tidak

suka dengan anak bawaan dari Penggugat dan Tergugat yang
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selalu memonopoli keuangan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari
bulan syawal sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2
bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi
tetap tidak berhasil;

2. SAKSI I, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan lbu Rumah Tangga,
tempat tinggal di Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjuto,
Kabupaten Mukomuko, setelah mengangkat sumpah selanjutnya
memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai
Tetangga Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah milik Tergugat di Desa Tirta Makmur, Kecamatan
Air Manjuto, Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai
1 orang anak dan ikut dengan Tergugat;

- Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun
dan Hamonis akan tetapi awal tahun 2019 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut
saja yang disebabkan karena masalah ekonomi yaitu Tergugat
yang sering mengatur keuangan sendiri, selalu berkata kasar dan
Tergugat yang selalu merasa terbebani dengan adanya anak
bawaan dari Penggugat;

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sudah
berpisah sejak bulan juni waktu hari raya idul fitri tahun 2019 yang
sudah selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
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Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P”, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mukomuko untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki
oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakillkuasa hukumnya untuk hadir di
persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang
sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara
verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz I,
halaman 149, yang berbunyi:

agle 205 A5y (o3 1 g lam U o 3005 408 8 5Lm8) S

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang
diajukan dan memberikan keputusannya’;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syari di atas diambil alih oleh
Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan
beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti “P” (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
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dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah
dewasa dan bersumpah menurut tata cara agamanya dan keterangannya
mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat
material sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 171 ayat 1 dan 2, pasal
172, pasal 175 dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut
memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang
dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan
yang sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak yang
sekarang ikut dengan Tergugat;

2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan Harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat yang cenderung
mengatur sendiri keuangan rumah tangga, Tergugat yang selalu berkata
kasar dan Tergugat yang tidak suka dengan anak bawaan dari Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Mei 2019 dan
sampai sekarang sudah 1 tahun 3 bulan;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk
penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa  gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);
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Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria.
Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua
percekcokan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara
berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat
pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah
memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan
kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang
terus menerus disebabkan masalah ekonomi, yaitu Tergugat yang cenderung
mengatur sendiri keuangan rumah tangga, Tergugat yang selalu berkata kasar
dan Tergugat yang tidak suka dengan adanya anak bawaan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah
pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan dan tidak berhubungan layaknya suami
istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun
2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok,
hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak
tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan
fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;
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Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakan
kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru
akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi
kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari
sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah figh :

Ol s by ) gl

‘Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

llaall cila e asia daldal) 3

‘Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan’;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup
alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan
alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan
terbukti  menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat
sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah
memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Un dang Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan

kepada Penggugat;
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Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;
Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah. Oleh kami ERMANITA
ALFIAH,SH.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan AHMAD RIDHA
IBRAHIM,S.H.LM.H serta LAILATUL MARHUMAH,S.H.I. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MARHABANI,S.H. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ERMANITA ALFIAH,S.H.,M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

LAILATUL MARHUMAH,S.H.I. AHMAD RIDHA IBRAHIM,S.H.Il.,M.H
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Panitera Pengganti,

MARHABANI, S.-H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan dan : Rp  245.000,00

PNBP

Biaya Redaksi " Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp  366.000,00

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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